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SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/23/KU.01/SK/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN/KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Bahwa dalam rangka tertib administirasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dilingkungan Pengadilan
Agama Kota Madiun perlu ditunjuk: Pejabat Pembuat Komitmen/
Penanggung-jawab Kegiatan, Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat
Pengadaan (PP), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai untuk
DIPA 01 dan DIPA 04, Operator SAI, dan Operator SIMAK BMN Tahun
Anggaran 2023;

Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan
dimaksud.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 4268);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
R.I. Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara R.I. Nomor 4358);

Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung R.I. (Lembaran
Negara R.L. Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara R.I Nomor
4359);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (Lembaran



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

—

Negara R.I. Nomor 4406);

Keputusan Presiden RI. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum
dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah
Agung R.L;

Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara R.I. Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara R.L
Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara R.I. Nomor 4418).

DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : DIPA-
005.01.2.401488/2022 Tanggal 30 November 2022
DIPA Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : DIPA-

005.04.2.401489/2022 Tanggal 30 November 2022

Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah
Agung R.IL NO. 55/PA/SK/X11/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN XKUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN/ KEUANGAN PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023

Menunjuk dan mengangkat Pejabat/ Petugas Pengelola Anggaran/ Keuangan

pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

1.

2

Tugas pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab kegiatan adalah :
a. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan/ tahun berjalan.

b Membuat dan menandatangani kontrak/ surat perintah kerja (SPK)

berita acara penelitian penawaran, berita acara serah terima, dan
surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang atau jasa.

c. Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran/ SPP
yang kemudian diteruskan kepada pejabat penguji surat permintaan
pembayaran SPP.

Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab adalah :

a. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya
yang meliputi prosentasi pelaksanaan kegiatan baik mencakup
sasaran, keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada kuasa
Pengguna Anggaran/ Pengguna barang secara periodik (bulanan,
triwulan, semesteran, tahunan) yang kemudian diteruskan kepada

Ketua Pengadilan Tingkat banding.



Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

b Membuat rencana kerja dan anggaran yang dilengkapi rincian
anggaran biaya/ RAB serta kerangka acuan serta data pendukung

lainnya untuk anggaran tahun berikutnya.

Tugas dan kewajiban pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM :

1. Pejabat penguji SPP, setelah menerima SPP wajib memeriksa
kelengkapan berkas SPP, mengisi ceklis kelengkapan bekas SPP.
Menandatangani SPP yang telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Tugas dan kewajiban Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
adalah menatausahakan administrasi belanja pegawai.

Tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran adalah menatausahakan
pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku

Tugas dan kewajiban Operator SAI adalah mengoperasikan aplikasi-aplikasi
keuangan, membuat laporan keuangan, serta tugas-tugas lainya sebagai
operator SAI dan bagian keuangan Tugas dan kewajiban Operator BMN
adalah mengoperasikan aplikasi-aplikasi terkait penatausahaan BMN,
membantu membuat laporan BMN serta tugas-tugas lainya sebagai operator
SIMAK-BMN dan bagian umum.

Tugas dan kewajiban Pejabat Pengadaan Pejabat Administrasi/ Pejabat
Fungsional/ Personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung,
penunjukkan langsung dan/ E-Purchasing.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: MADIUN
~Padatanggal : 02 Januari 2023

; 'Ki’lasa Rengguna Anggaran
P&ij‘gadﬂan Agama Kota Madiun

—

ONIS NUR ISLAHI, 5.So0s., M.M. q/
NIP. 19860217 200912 1 005




Lampiran I

Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kota Madiun

: W13-A34/23/KU.01/5K/1/2023

02 Januari 2023

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/23/KU.01/SK/1/2023

NO NAMA/ NIP JABATAN SEBAGAI KET
1 2 3 4 2
1. | ONIS NURISLAII, 5.50s.,M.M. | Sekretaris Kuasa Pengguna

NIP. 19860217 200912 1 005 Anggaran
2. | RUSMIN RAPI, ST,. SH, MH. Kabag Pejabat Pembuat
NIP. 19730103 200604 1 001 Keuangan dan | Komitmen
Umum PTA
Surabaya
3. | ERINA FATKUL FATIMAH, S.H., | Kasubag Pejabat penguji dan
M.H. Kepegawaian, | penandatangan surat
NIP. 19820517 201101 2 019 Ortala perintah membayar
(SPM)
4. | ANTONI WINDIKA, S.H. Kasubag Pejabat Pengadaan
NIP. 19850504 201101 1 011 Umum dan
Keuangan PA
Magetan
6 | JUMINEM, S.H, M.Hum Kasubag Petugas Pengelola
NIP. 197306051994032003 Umum dan Administras Belanja
Keuangan Pegawai (PPABP)
7 | ARIF KURNIADI Staf Operator SAI
8 | IRKHAMNI Staf Operator SIMAK-BMN

/7 oDitetapkandi  : MADIUN
~ Radatanggal : 02 Januari 2023

. OMISUR ISLAHI, S.Sos., M.M. q/
SINHP719860217 200912 1 005




